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BAB 4 
LINGKUP PEKERJAAN 

16. Latar Belakang  

16.1. Latar Belakang 

PT Geo Dipa Energi (Persero) (“GDE”) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 
dalam bidang industri panas bumi yang juga mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle 
(SMV) di bawah Kementrian Keuangan. Salah satu lapangan panas bumi yang dimiliki GDE yaitu 
Lapangan Dieng (Sileri, Sikidang, dan Pakuwaja) yang memiliki potensi besar untuk 
dikembangkan dan dapat meningkatkan aset GDE. Untuk mengembangkan potensi panas bumi 
di Lapangan Dieng, GDE telah memiliki perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN (Persero) berupa 
Energy Sales Contract (“ESC”) Dieng dengan total kapasitas sebesar 400 MW melalui 8 unit 
Pembangkit Listrik Panas Bumi (“PLTP”).  

Di Lapangan Dieng, khususnya di Sileri saat ini terdapat 2 (dua) unit PLTP yang sudah beroperasi, 
yaitu PLTP Dieng Unit-1 sebesar 55 MW sejak tahun 2002 dan PLTP Dieng Small Scale sebesar 
10 MW sejak tahun 2021 sebagai complimentary PLTP Dieng Unit-1. Selain itu, GDE sedang 
dalam tahap pembangunan PLTP Dieng Unit-2 sebesar 55 MW dengan rencana mulai beroperasi 
atau Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2027.  

Menindaklanjuti komitmen GDE dalam pengembangan potensi panas bumi di Lapangan Dieng, 
GDE akan meneruskan pengembangan berupa pembangunan PLTP Dieng Unit-3&4 di Area Sileri 
dengan kapasitas masing-masing 55 MW net. Skenario yang memungkinkan untuk dilakukan 
kajian Studi Kelayakan ini adalah untuk Dieng Unit-3&4, namun tidak menutup kemungkinan 
untuk dilakukannya pengembangan Dieng Unit-3,4,&5 sekaligus.  Besar kapasitas pembangkitan 
yang akan dikembangkan bergantung pada hasil pekerjaan Jasa Konsultan Dieng Resource 
Assessment & Master Plan yang saat ini masih berjalan.  

Untuk itu, diperlukan pekerjaan Jasa Konsultan berupa Penyusunan Studi Kelayakan untuk 
mengidentifikasi kelanjutan proyek pengembangan di Lapangan Dieng, khusunya di Area Sileri. 

16.2. Tujuan 

GDE bermaksud untuk mengevaluasi dan menentukan keberlanjutan proyek pembangunan 
PLTP Dieng Unit-3&4 di Area Sileri, namun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan 
pengembangan Dieng Unit-5 sebagai optional. Studi kelayakan ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi aspek teknis, ekonomi, sosial, serta lingkungan yang berhubungan langsung 
dengan berjalannya pembagunan PLTP yang akan beroperasi mulai tahun 2031.  

Selain itu, Studi Kalayakan ini bertujuan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diambil 
untuk mengoptimalkan pengembangan proyek dan memastikan keberhasilannya dalam jangka 
panjang. Hasil dari Studi Kelayakan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan terkait investasi dan pendanaan proyek, serta sebagai pedoman proses pengadaan 
pekerjaan pembangunan pembangkit listrik panas bumi, seperti Front End Engineering Design 
(FEED) di Lapangan Dieng. 

16.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pekerjaan Studi Kelayakan ini didetailkan menjadi 9 (sembilan) sub-pekerjaan 
sebagai berikut: 

Task-1 Plan of Development 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada 
bagian/task Well Targeting, Technology Assessment, dan Master Plan  

• Melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi eksisting PLTP Dieng Unit-1 dan PLTP 
Dieng Small Scale, serta proyek Dieng Unit-2 yang masih berjalan sebagai referensi dan 
input perbaikan untuk PLTP Dieng Unit-3&4. 
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• Membuat strategi pengembangan Dieng Unit-3&4 agar dapat beroperasi dengan baik 
tanpa menganggu operasi Dieng Unit-1&2 dan Dieng Small Scale 

• Menyusun perencaanaan berupa development plan untuk Dieng Unit-3&4 dengan 
memanfaatkan lahan eksisting serta mempertimbangkan cakupan area pada AMDAL 
Dieng (2023) yang efisien, meliputi: 

- Desain layout 
- Jumlah sumur dan lokasi well pad   
- Rute pemipaan dan lokasi pembangkit 
- Sistem injeksi  
- Menejemen HSSE 
- Mitigasi silika  

• Membuat Water Balance Study untuk memastikan pemenuhan kebutuhan air untuk 
pengembangan dan operasi proyek Dieng Dieng Unit 3&4 dapat terpenuhi dengan 
mempertimbangkan kebutuhan di Dieng Unit 1 dan Dieng Unit 2 sebagai input 
perhitungan (variable tetap).  

• Pada akhirnya, merekomendasikan sequencing dan timing pengembangan setiap Unit 
(apakah Dieng-3&4 serentak, atau secara serial, atau serial/serentak sebagian) 
berdasarkan: 

- Optimum sequencing dan timing konfirmasi dan pemanfaatan sumber daya dari 
Studi Dieng Resource Assessment & Master Plan 

- Berkoordinasi dengan Tim Keuangan/Financial GDE terkait kemampuan keuangan 
dan finansial korporat 

- Dan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek lahan, serta aspek 
lainnya berdasarkan finding dari Task-2 hingga Task-6 

Task-2 Drilling Design 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada bagian 
Well Targeting 

• Membuat well target, well prognosis, dan well planning secara detil untuk seluruh sumur 
produksi maupun injeksi berdasarkan indikatif well target yang sudah ditentukan 
sebelumnya dari Laporan Dieng Resouce Assessment & Master Plan untuk mendapatkan 
sumber panas bumi yang optimal 

• Membuat desain dan strategi pemboran sumur eksploitasi ukuran big hole berdasarkan 
detil well target dan well planning pada poin di atas dengan mempertimbangkan 
keamanan dan keselamatan kerja. 

• Membuat perkiraan jangka waktu setiap aktivitas pemboran seperti persiapan, rencana 
mob-demob, eksekusi pemboran, hingga penyelesaian (completion). 

• Membuat perencanaan aktivitas eksekusi pemboran yang meliputi informasi sebagai 
berikut: 

- Indikatif material (consumable) dan jumlah personel selama pemboran berlangsung 
- Lokasi base camp  
- Rencana pengambilan air dan lokasi sumber/pasokan air untuk pemboran 
- Membuat general equipment list, sesuai dengan desain (termasuk kapasitas 

optimum) serta risk assessment berdasarkan lesson learned Dieng 1 maupun drilling 
campaign Dieng 2 (berdasarkan drilling final report) yang dapat digunakan sebagai 
basis penyusunan dokumen tender jasa dan servis pemboran  

• Membuat desain dan strategi pengujian sumur dengan mempertimbangkan aspek 
keselamatan untuk kondisi darurat, lingkungan, dan sosial di Lapangan Dieng. 

• Menyusun engineering estimate untuk seluruh kebutuhan material dan aktivitas 
pemboran hingga pengujian sumur.  
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• Menyusun risk assessment terhadap desain, strategi pemboran, dan pengujian sumur 
dari aspek teknis yang akan menjadi bagian dari Integrated Risk Assessment (Task-9). 

• Berkoordinasi dengan Tim ESS dan Lahan untuk mengevaluasi desain, strategi pemboran, 
dan pengujian sumur dari segi lingkungan, sosial, dan status lahan. 

Task-3 Steam Above Ground System (SAGS) 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada bagian 
Well Targeting dan Master Plan 

• Membuat Basis of Design (BoD) untuk SAGS Dieng-3&4 berdasarkan dengan masing-
masing kapasitas 55 MW dan mempertimbangkan beberapa poin kunci sebagai berikut: 

- Kondisi lapangan (topografi) 
- Rencana kapasitas pengembangan 
- Karakteristik fluida panas bumi termasuk chemical content 
- Eksisting surface facility dan aksesibilitas 

• Membuat gambar teknik atas perencanaan SAGS yang dapat menunjukkan kontur jalur 
serta kebutuhan material SAGS termasuk estimasi kebutuhan support sehingga dapat 
menjadi basis untuk pembuatan dokumen FEED, yang terdiri dari beberapa informasi 
sebagai berikut: 

- Layout untuk pekerjaan sipil 
- Desain pemipaan 
- Desain peralatan penunjang utama, seperti separator, pompa, valve, sistem 

elektrikal, dan instrument 
- Program mitigasi silika melalui metode acid injection, atau metode inhibitor, atau 

juga metode lainnya yang efisien dan dapat diterapkan di Lapangan Dieng 
- Strategi instalasi dan pengujian sistem 

• Menyusun Major Equipment List yang dibutuhkan dengan kelengkapan estimasi jumlah 
dan ukuran/kapasitas.  

• Menyusun engineering estimate untuk seluruh kebutuhan material dan aktivitas 
konstruksi SAGS.  

• Menyusun risk assessment dari aspek teknis dan berkoordinasi dengan Tim ESS dan 
Lahan dalam mengevaluasi desain serta strategi konstruksi dari aspek lingkung, sosial, 
dan status lahan. 

Task-4 Power Plant 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada bagian 
Technology Assessment untuk teknologi yang direkomendasikan 

• Membuat Basis of Design (BoD) untuk PLTP Dieng Dieng-3&4 dengan masing-masing 
kapasitas 55 MW dan mempertimbangkan beberapa poin kunci sebagai berikut: 

- Karakteristik uap di Lapangan Dieng (steam purity) 
- Ketersediaan lahan dan status lahan 
- Eksisting surface facility dan aksesibilitas 
- Pemilihan teknologi berdasarkan efisiensi thermal maupun efisiensi biaya atas 

investasi, operasional, dan pemeliharaan 
- Ketersediaan vendor/manufaktur untuk peralatan-peralatan major, seperti turbine 

dan generator 
- Jangka waktu pengiriman untuk long-lead items 

• Membuat gambar teknik atas perencanaan PLTP masing-masing Unit secara rinci 
sehingga dapat menjadi basis untuk pembuatan dokumen FEED, yang terdiri dari 
beberapa informasi sebagai berikut: 

- Layout untuk pekerjaan sipil 
- Heat and mass balance 
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- Process Flow Diangram (PFD) 
- Kapasitas gross, kebutuhan parasitic load, dan kapasitas net 
- Desain peralatan penunjang utama, seperti sistem elektrikal dan instrument 
- Strategi instalasi dan pengujian sistem 

• Menyusun Major Equipment List yang dibutuhkan dengan kelengkapan estimasi jumlah 
dan ukuran/kapasitas.  

• Menyusun engineering estimate untuk seluruh kebutuhan material dan aktivitas 
konstruksi Power Plant.  

• Menyusun risk assessment dari aspek teknis dan berkoordinasi dengan Tim ESS dan 
Lahan dalam mengevaluasi desain serta strategi konstruksi dari aspek lingkung, sosial, 
dan status lahan. 

 
Task-5 Transmisi 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada bagian 
Master Plan 

• Membuat Basis of Design (BoD) untuk switchyard dan strategi transmisi Dieng-3&4 
dengan masing-masing kapasitas 55 MW dan mempertimbangkan beberapa poin kunci 
sebagai berikut: 

- Lokasi dan kapasitas Gardu Induk PLN terdekat 
- Kapasitas kabel transmisi antar Gardu Induk PLN 
- Strategi instalasi kabel, menggunakan underground cable atau menggunakan tower 
- Ketersediaan lahan untuk penempatan switchyard dan transmisi 

• Membuat gambar teknik atas perencanaan transmisi masing-masing Unit secara rinci 
sehingga dapat menjadi basis untuk pembuatan dokumen FEED, yang terdiri dari 
beberapa informasi sebagai berikut: 

- Layout untuk pekerjaan sipil 
- Schematic dan Single Line Diangram (SLD)  
- Kapasitas arus dan tegangan untuk masing-masing kabel utama 
- Strategi instalasi dan pengujian sistem 

• Menyusun Major Equipment List yang dibutuhkan dengan kelengkapan estimasi jumlah 
dan ukuran/kapasitas. 

• Menyusun engineering estimate untuk seluruh kebutuhan material aktivitas konstruksi 
transmisi.   

• Menyusun risk assessment dari aspek teknis dan berkoordinasi dengan Tim ESS dan 
Lahan dalam mengevaluasi desain serta strategi konstruksi dari aspek lingkung, sosial, 
dan status lahan. 

Task-6 Preliminary Environmental, Social, & Land Acquisition Examination 

• Secara iteratif terlibat dalam perencaan dan desain teknis (Task-1 hingga Task-5) untuk 
dapat memastikan perencaan dan desain teknis tidak memiliki risiko isu lingkungan, isu 
sosial, dan isu pembebasan/kepemilikan lahan di atas apetite dan kesanggupan PT GDE 

• Agar dapat melaksanakan lingkup di atas, maka Penyedia Jasa perlu melakukan 
penelaahan/peninjauan terhadap dokumen perencanaan dan pengelolaan aspek 
lingkungan, sosial, dan pembebasan/kepemilikan lahan yang telah ada saat ini: 

- AMDAL Dieng terbaru (2023) 
- Monitoring AMDAL (Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup) 
- IEE Dieng Unit-2  
- LARAP dan LRP Dieng Unit-2 
- Laporan-laporan lain yang dapat menggambarkan kondisi terkini atas 

pengembangan Dieng 
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- Regulasi dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan, sosial, 
dan pembebasan/kepemilikan lahan  

• Berkoordinasi dan melakukan diskusi dengan Tim Safeguard dan HSE dari Project 
Management Unit (PMU) Dieng Unit-2 dan HSSE Jakarta 

• Membuat kajian awal (preliminary) terhadap aspek lingkungan, sosial, dan pembebasan/ 
kepemilikan lahan berdasarkan kaidah dan standar internasional terkait ESS Framework, 
seperti halnya ketentuan pada Environmental and Social Management Framework dari 
Development Bank 

• Meninjau Laporan Dieng Resource Assessment & Master Plan, khususnya pada bagian 
Master Plan 

• Melakukan kajian risiko terhadap risiko, tingkat kemungkinan, dampak, serta rencana 
mitigasi dari aspek sosial, lingkungan, dan lahan yang mungkin terjadi akibat 
pembangunan Dieng-3&4 di Lapangan Dieng berdasarkan strategi pengembangan dan 
teknologi yang dipilih serta hasil perencanaan dari Task-1 hingga Task-5. 

• Perumusan metric-metric yang dapat mengukur kapasitas lingkungan dan sosial untuk 
menjalankan Dieng-3&4 sekaligus serta memetakan posisi GDE saat ini terhadap metric-
metric tersebut.  

Task-7 Economic dan Financial Assessment 

• Membuat perkiraan biaya barang dan jasa melalui input maupun perencanaan dari Task-
2 hingga Task-6 dengan melakukan survey pasar (market sounding) agar mendapatkan 
nilai yang valid untuk pengembangan Dieng-3&4 meliputi investasi awal (CAPEX) dan 
biaya operasional (OPEX). 

• Untuk referensi, tingkat akurasi perkiraan biaya pada tahap Studi Kelayakan ini berada 
pada Class 31, dimana perkiraan biaya akan didetailkan dan dibuat lebih rinci kembali 
menjadi tingkat akurasi Class 21 pada tahap FEED dan tingkat akurasi Class 11 pada tahap 
EPC. 

 
• Mebuat model finansial standar akutansi internasional, sehingga dapat menjadi dasar 

keputusan atas persetujuan pendanaan dari Development Bank maupun Commercial 

                                                 
1 Estimated Funnel dari AACE International (2015). AACE International recommended practice No. 87R-14 
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Bank dengan turut memperhatikan Model Finansial Proyek Dieng-2 dan Patuha-2 yang 
sudah ada 

• Menilai kelayakan ekonomi proyek untuk beberapa scenario antara lain namun tidak 
terbatas pada Dieng Unit-3, Dieng Unit-3&4, dan Dieng-3&4 5 Optional selama 30 tahun 
operasi 

• Melakukan sensitifitas skenario terhadap berbagai kemungkinan alternatif asumsi 
keuangan (sumber pendanaan pinjaman, estimasi tarif, serta parameter keekonomian).  

Task-8 Project Schedule 

• Menyusun strategi bagaimana seluruh aktivitas pengembangan Dieng-3&4 dapat 
dilaksanakan secara bersamaan/paralel sehingga seluruh Unit dapat mulai beroperasi 
pada tahun 2031 

• Menyusun strategi Procurement Plan Drilling yang optimum dengan mempertimbangkan 
lesson learned dari kontrak pengadaan Drilling proyek Dieng Unit 2 & Patuha Unit 2 

• Menyusun strategi Procurement Plan EPC yang optimum  

• Membuat rencana proyek secara rinci, termasuk jadwal atau tata waktu proyek Level 2 
yang meliputi beberapa tahapan yakni:  

- Pendanaan 
- Proses tender untuk kontrak pekerjaan servis pemboran 
- Proses tender untuk kontrak pekerjaan FEED dan EPC 
- Persiapan pekerjaan sipil dan long-lead items untuk pemboran 
- Mobilisasi rig pemboran 
- Pekerjaan FEED dan EPC 
- Persiapan pekerjaan sipil dan long-lead items untuk PLTP 
- Commissioning & Sertifikasi 

• Tata waktu dan durasi yang dibuat berupa scenario ”mostlikely” agar dapat 
menggambarkan kondisi aktual pada saat proyek sudah berjalan.  

Task-9 Integrated Risk Assessment 

• Melakukan Risk Assessment dengan aspek serta input sebagai berikut 

Aspek  Input dan Referensi 

Aspek Sumberdaya Dieng Resource Assessment (2023) dan lainnya 

Aspek Teknis Hasil dari Task-1 hingga Task-5 dan lainnya 

Aspek Sosial dan Lingkungan Hasil dari Task-6 dan lainnya 

Aspek Keekonomian Hasil Task-7 dan lainnya 

Aspek Finansial Memperhatikan rencana GDE serta pengalaman 
proyek GDE sebelumnya 

Aspek Procurement Memperhatikan rencana GDE serta pengalaman 
proyek GDE sebelumnya 

• Menyusun dokumen risk register yang sesuai dengan Pedoman Internal GDE serta ISO 
31000  

• Berkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti melakukan survei dan 
pengumpulan data di lapangan, serta mengintergasikan hasil seluruh evaluasi 

• Memberikan rekomendasi berupa pemetaan tingkat risiko (dalam bentuk matrix) atas 
skenario pengembangan di Area Sileri, yakni antara pengembangan Dieng Unit-3 dan 
Dieng Unit-3&4. 

 
Adapun optional berupa evaluasi Dieng Unit-5 dalam pekerjaan Studi Kelayakan ini terdiri dari 
sub-pekerjaan Task-1 hingga Task-9. 

16.4. Kriteria Desain 
Karakteristik fluida : fluida 2 fasa, enthalply 1400-1800 KJ/kg 
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Asumsi kapasitas sumur : 13 MW (tentatif, menunggu hasil Dieng Resource Assessment & 
Master Plan) 
1000-1500 GPM (tentatif, menunggu hasil Dieng Resource 
Assessment & Master Plan) 

Kapasitas Power Plant : 55 MW net/unit atau 60 MW gross/unit; dan membutuhkan 
cadangan (safety factor) minimal 10%. 

Capcity factor : 90% 
Masa operasi  : 30 tahun 

16.5. Lokasi 
Kegiatan berpusat di Jakarta, Indonesia. Namun, akan dibutuhkan kunjungan lapangan ke lokasi 
Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Indonesia.  

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan  

No Pekerjaan Jasa Konsultansi Satuan Jumlah 

1 Task-1 Plan of Development LS 1 
2 Task-2 Drilling Design LS 1 
3 Task-3 SAGS LS 1 
4 Task-4 Power Plant LS 1 
5 Task-5 Transmisi LS 1 
6 Task-6 Preliminary Enviro, Social, & Land Acquisition 

Examination 
LS 1 

7 Task-7 Economic & Financial Analysis LS 1 
8 Task-8 Project schedule LS 1 
9 Task-9 Integrated Risk Analysis LS 1 

18. Spesifikasi Teknis 

18.1. Penyedia harus mengikuti Pedoman Teknis untuk setiap Task yang akan disampaikan/ 
disediakan oleh Pengguna 

18.2. Penyedia harus mengikuti Pro-Forma Table of Content yang akan disampaikan/disediakan oleh 
Pengguna 

18.3. Data awal yang relevan terhadap penyusunan Proposal Teknis akan disampaikan oleh Pengguna 

18.4. Penyedia harus memastikan bahwa jasa konsultansi yang dilaksanakan adalah sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 

18.5. Jasa konsultansi yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik 
nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini 
tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan 
jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di 
Indonesia. 

18.6. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 
internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

18.7. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 
pekerjaan jasa konsultansi termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal 
lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan 
rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan 
dalam Perjanjian ini. 

18.8. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa konsultansi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 
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No Pekerjaa Jasa Konsultansi Deskripsi Teknis 

1 Task-1 Plan of Development Membuat Plan of Development dan BoD untuk Dieng Unit-3&4 
dan Dieng Unit 5 (Optional) yang terdiri dari area well pad, SAGS, 
Power Plant, hingga pada transmisi atau output energi listrik 
(interconnection). 

2 Task-2 Drilling Design Membuat drilling design dan drilling program untuk masing-
masing sumur pengembangan Dieng Unit-3&4 dan Dieng Unit 5 
(Optional) beserta strategi pengujian sumur.  

3 Task-3 SAGS Membuat BoD untuk rencana SAGS dengan kapasitas 3x55 MW 
4 Task-4 Power Plant Membuat BoD untuk rencana Pembangkit Listrik dengan 

kapasitas 3x55 MW 
5 Task-5 Transmisi Membuat BoD untuk rencana transmisi dengan kapasitas total 

165 MW 
6 Task-6 Prelimary Enviro, Social, & 

Land Acquisition Examination 
Menyusun baseline study maupun Laporan Prelimary Enviro, 
Social, & Land Acquisition Examination sesuai dengan standar 
internasional & ESS Framework 

7 Task-7 Economic & Financial Analysis Menilai kelayakan ekonomi proyek PLTP Unit-3, Unit-3&4, 
maupun Unit-3,4,& Dieng Unit 5 (optional) selama 30 tahun 
operasi, termasuk analisis investasi, pengembalian modal, dan 
potensi marjin dengan adanya pendanaan dari Development Bank 
maupun Commercial Bank. 

8 Task-8 Project schedule Membuat rencana proyek secara rinci termasuk jadwal proyek 
Level 2 dari persiapan konsturksi hingga dimulainya operasi di 
tahun 2029. 

9 Task-9 Integrated Risk Analysis Melakukan analisis risiko secara komprehensif dan memetakan 
tingkat risiko (dalam bentuk matrix) untuk masing-masing 
skenario yakni Dieng Unit-3, Dieng Unit-3&4, dan Dieng Unit-
3,4,& Dieng Unit 5 (optional). 

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 

19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 
untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi dan mencakup identitas para personil 
konsultan. Setiap perubahan atas struktur organiasasi Penyedia dan pergantian personil 
konsultan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.   

19.2. Personil konsultan minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 
No Personil Konsultan Pengalaman Pendidikan Status 

1 Project Manager • Memiliki pengalaman kerja min. 20 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman menjadi Project Manager dalam 
penyusunan Studi Kelayakan (FS) Lapangan Panas 
Bumi minimal 3 proyek 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

2 Senior Geologist 
Expert 

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam proyek resource assessment 
& well targeting lapangan panas bumi min. 5 
proyek. 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

3 Senior Drilling Expert • Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam proyek drilling design atau 
proyek pemboran lapangan panas bumi min. 5 
proyek. 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

4 Senior Geothermal 
Technology and 
Engineering Expert 

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam proyek desain pembangkit 
listrik untuk Studi Kelayakan atau EPC lapangan 
panas bumi min. 5 proyek. 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 
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No Personil Konsultan Pengalaman Pendidikan Status 
5 Senior Safeguard 

Expert 
• Memiliki pengalaman kerja min. 25 tahun 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam pembuatan baseline study 
dan proyek penyusunan ESIA/IEE & LARP lapangan 
panas bumi, untuk proyek di Indonesia dan 
pendanaan Development Bank diutamakan, min. 5 
proyek 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

6 Senior Financial 
Expert 

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun 

• Berpengalaman dalam proyek analisis keekonomian 
dan finansial model untuk lapangan panas bumi, 
proyek di Indonesia diutamakan min. 5 proyek. 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

7 Senior Project Planner 
Specialist 

• Memiliki pengalaman kerja min. 15 tahun 

• Berpengalaman dalam membuat project schedule 
untuk proyek studi kelayakan atau proyek EPC, 
lapangan panas bumi diutamakan, min. 5 proyek 

Min. S2 Konsultan 
Nasional/Expatriat 

8 Geologist  • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam proyek resource assessment 
& well targeting lapangan panas bumi min. 3 proyek. 

Min. S1 Konsultan Nasional 

9 Drilling Engineer • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam proyek drilling design atau 
proyek pemboran lapangan panas bumi min. 3 
proyek. 

Min. S1 Konsultan Nasional 

10 Process Engineer • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman di bidnag proses dalam proyek 
studi kelayakan atau proyek EPC lapangan panas 
bumi min. 3 proyek. 

Min. S1 Konsultan Nasional 

11 Mechanical Engineer  • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman di bidang mekanikal static, 
mekanikal rotating, maupun piping dalam proyek 
studi kelayakan atau proyek EPC lapangan panas 
bumi min. 3 proyek 

Min. S1 Konsultan Nasional 

12 Electrical Engineer • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman di bidang elektrikan dalam proyek 
studi kelayakan atau proyek EPC lapangan panas 
bumi min. 3 proyek 

Min. S1 Konsultan Nasional 

13 Civil Engineer • Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 5 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman di bidang sipil dalam proyek studi 
kelayakan atau proyek EPC lapangan panas bumi 
min. 3 proyek 

Min. S1 Konsultan Nasional 

14 Environmental & 
Social Specialist 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam pembuatan baseline study 
dan proyek penyusunan ESIA/IEE & LARP lapangan 
panas bumi, untuk pendanaan Development Bank 
diutamakan, min. 3 proyek 

Min. S1 Konsultan Nasional 

15 Land Acquisition 
Specialist 

• Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun. 

• Memiliki pengalaman kerja min. 7 tahun di bidang 
panas bumi 

• Berpengalaman dalam pembuatan baseline study 
dan proyek penyusunan ESIA/IEE & LARP lapangan 
panas bumi, di Indonesia dan untuk pendanaan 
Development Bank diutamakan, min. 3 proyek 

Min. S1 Konsultan Nasional 

16 Financial Modeler • Memiliki pengalaman kerja min. 10 tahun 

• Berpengalaman dalam proyek analisis keekonomian 
dan model finansial min. 5 proyek. 

Min. S1 Konsultan Nasional 
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Seluruh data Personil yang diajukan harus dimasukan ke dalam file rekapitulasi. 
Bagi Personil yang juga bekerja part-time di Perusahaan Lain atau Proyek Lain wajib melampirkan 
Surat Keterangan Tidak Ada Benturan Kepentingan. 

19.3. Penggantian Personil Konsultan  

a. Kecuali jika disetujui Pemberi Kerja, tidak ada perubahan yang boleh dilakukan pada 
Personel konsultan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. Jika disetujui Pemberi Kerja, 
Personel konsultan pengganti wajib mempunyai kualifikasi setara atau lebih baik. 

b. Jika Pemberi Kerja menemukan bahwa salah satu Personil Konsultan telah: 
i. melakukan pelanggaran serius atau telah didakwa telah melakukan tindakan kriminal; 

atau 
ii. memiliki kinerja yang tidak memuaskan berdasarkan alasan yang dapat diterima; 

maka Pemberi Kerja melalui permintaan tertulis disertai dengan penjelasan, akan meminta 
penggantian Personil Konsultan dan Penyedia wajib memberikan personil pengganti yang 
mempunyai kualifikasi setara atau lebih baik.  

c. Atas penggantian personil konsultan tersebut, Penyedia tidak berhak atas klaim biaya 
apapun kepada Pemberi Kerja. 

19.4. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 
dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 

No Dokumen Beri Tanda  

1 Program Kerja Terperinci  
2 Jadwal/Waktu Pelaksanaan  
3 Metode Kerja   

 
19.5. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 

perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 
dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 
Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan. Pengajuan revisi yang diajukan oleh Penyedia Kerja tidak 
mengganggu independensi dan expertise Penyedia Jasa. 

19.6. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 
terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 
Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 

a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 
pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja; 

b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan 
program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang 
akan dilakukan. 

20. Peralatan Kerja Penyedia 

20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 
dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi 
sebagaimana dalam Perjanjian ini.  

20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 
berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika 
terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

21. Operational Expense 

Penyedia wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana operasional berupa namun tidak 
terbatas pada: 

• Komunikasi tenaga kerja Penyedia 
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• Kendaraan roda empat (incl. bbm & driver) tenaga kerja Penyedia 

• Penginapan tenaga kerja Penyedia 

• Tunjangan harian/Business Trip tenaga kerja Penyedia 

• ATK 

• Komputer dan printer tenaga kerja Penyedia 

• Venue untuk pelatihan/sosialisasi/Forum Diskusi 

22. Kewajiban Umum Penyedia 
Penyedia wajib untuk melaksanakan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan 
melaksanakan seluruh kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan efisien, serta menjalankan segenap 
pekerjaan secara professional sesuai dengan Teknis dan praktek keprofesian yang diterima secara 
umum. Penyedia harus selalu berlaku sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, dan harus selalu 
mendukung dan menjaga kepentingan Pemberi Kerja dalam berhubungan baik dengan Sub Konsultan, 
Sub Kontraktor, Sub Vendor maupun dengan pihak ketiga lainnya.   

23. Kewajiban Pemberi Kerja  
Selama proses pelaksanaan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib 
mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja 
Penyedia.  

24. Perijinan 
Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 

25. Health, Safety and Environtment (HSE) 
Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan 
dan keselamatan Personil Konsultan serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE 
yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, 
fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan. 

26. Asuransi 

26.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi 
dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan 
dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan 
dan penggunaan di lapangan.  

26.2. Seluruh Personil Konsultan yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi yang dilaksanakan 
sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 
diwajibkan oleh Pemerintah. 

27. Deliverables  

27.1. Daftar deliverables adalah: 

No Nama Jasa Deliverables Format 

1 Task-0 Desktop Study & Site visit  Raw data, working sheet, dan report Softcopy & hardcopy 
2 Task-1 Plan of Development Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
3 Task-2 Drilling Design Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
4 Task-3 SAGS Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
5 Task-4 Power Plant Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
6 Task-5 Transmisi Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
7 Task-6 Prelimary Enviro, Social, & 

Land Acquisition Examination 
Raw data, working sheet, report Softcopy & hardcopy 

8 Task-7 Economic & Financial Analysis Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
9 Task-8 Project schedule Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
10 Task-9 Integrated Risk Analysis Working sheet dan report Softcopy & hardcopy 
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27.2. Seluruh deliverables disediakan dalam bentuk laporan cetak dan format digital (pdf dan native 
file) dan dalam Bahasa Inggris. 

27.3. Penyedia harus memberikan presentasi pada saat penyerahan deleverables. Jadwal presentasi 
sesuai jadwal yang akan disepakati bersama. 

28. Etika, Kerahasiaan dan Benturan Kepentingan 

28.1. Penyedia harus memastikan bahwa Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub 
konsultannya melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memiliki etika profesi serta 
tanggung jawab profesi, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh pelaksanaan dan 
pemenuhan tugas-tugas yang terkandung dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan jasa 
konsultasu sebagaimana Perjanjian ini. 

28.2. Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya, selama jangka waktu 
pelasakaan Perjanjian ini atau setelah 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, wajib 
menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi mengenai Pemberi Kerja dan hasil pelaksanaan 
pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini, dan hanya menggunakan data dan 
dokumen yang didapat sebatas untuk kebutuhan pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan 
pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini. Bilamana dibutuhkan untuk 
mengungkapkan data, dokumen, informasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Pemberi Kerja.   

28.3. Pembayaran atas Harga Pekerjaan yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja harus dianggap sebagai 
satu-satuya sumber pembayaran yang diperoleh oleh Penyedia, dan Penyedia berserta seluruh 
personil konsultan dan sub konsultanya dilarang untuk menerima untuk keuntungannya sendiri, 
komisi, diskon, atau penerimaan dalam bentuk lain sehubungan dengan kegiatan jasa konsultasi 
sesuai dengan Perjanjian ini.  

28.4. Konsultan Pengawas dalam melaksanakan Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan menjamin tidak akan 
ada benturan kepentingan. Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya 
dilarang untuk terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pada kegiatan-
kegiatan sebagaimana berikut: 

a. Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini, dalam setiap pekerjaan 
jasa konsultasi, pekerjaan pengadaan barang atau jasa atau aktifitas professional lainnya, 
yang dapat berkonflik dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi dalam Perjanjian ini. 

b. Selama jangka waktu dan setelah berakhirnya1 Perjanjian ini, tidak boleh melaksanakan 
pekerjaan penyediaan barang atau pekerjaan jasa (selain dari jasa konsultasi ini atau 
pekerjaan jasa konsultasi yang menjadi kelanjutan pekerjaan ini) untuk pekerjaan apapun 
yang dihasilkan dari atau terkait erat dengan lingkup jasa konsultasi dalam Perjanjian ini. 

29. Tindakan Penyedia yang Harus Mendapatkan Persetujuan Pemberi Kerja 
Penyedia harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja secara tertulis sebelum melakukan 
tindakan-tindakan hal-hal sebagaimana berikut: 
29.1. Memasuki area manifestasi atau area di bawah penguasaan Pemberi Kerja. 
29.2. Melakukan subkontrak atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini. 
29.3. Melakukan penggantian personil konsultan.  

30. Jangka Waktu  

30.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut: 

No Pekerjaan  Durasi Pelaksanaan 

1 Pekerjaan Jasa Konsultan Studi Kelayakan PLTP 
Dieng-3&4 dan Dieng Unit 5 (optional) 

152 hari kalender sejak diterbitkannya SKPP 

Tata waktu pelaksaan adalah sebagaimana berikut: 

Tasks M1 M2 M3 M4 M5 

Task-0 Desktop study, QA QC data, site visit                     

Task-1 Plan of Development                     
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Tasks M1 M2 M3 M4 M5 

Task-2 Drilling Design                     

Task-3 SAGS                     

Task-4 Power Plant                     

Task-5 Transmisi                     

Task-6 Prelimary Enviro, Social, & Land Acquisition Examination                     

Task-7 Economic & Financial Analysis                     

Task-8 Project schedule                     

Task-9 Integrated Risk Assessment                     

Tata waktu penyerahan deliverables:  

No Deliverables Waktu Penyerahan Laporan 

1 Rencana Kerja dan Metodologi Pekerjaan presentation Akhir Minggu ke-1 Pekerjaan 
2 Initial Report (Task-0 hingga Task-5) Akhir Minggu ke-5 Pekerjaan 
3 Interim Report (Task-3 hingga Task-6) Akhir Minggu ke-9 Pekerjaan 
4 Draft Final Report (Task-1 hingga Task-9) Akhir Minggu ke-18 Pekerjaan 
5 Final Report (Task-1 hingga Task-9) 152 hari dari terbitnya SKPP 

30.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 
dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 
masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 
yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

30.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 
bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi. 

30.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 
Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 
membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 
termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 
kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 
supplier dan atau pihak lain. 

31. Perpanjangan Jangka Waktu 
31.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub 

vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan 
pekerjaan jasa konsultansi secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu 
Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi 
keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari 
Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan 
apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. 
Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus 
dituangkan dalam Addendum Perjanjian. 

31.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

31.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 
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32. Denda 

32.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 
pekerjaan jasa konsultansi, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain 
sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya 
diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan 
seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan 
dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 
ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 
sepihak. 

32.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 

Pengenaan Denda Beri Tanda  Nilai Denda 
Perhari 

Maksimum Hari 
Keterlambatan 

Maksimum Nilai 
Denda 

Denda Terhadap Keseluruhan 
Perjanjian 

 
0,1 % dari Nilai 

Perjanjian 
50 

 Hari Kalender 
5 % dari Nilai 

Perjanjian 

33. Pembebasan Denda 

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk 
melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa konsultansi terjadi karena hal-hal 
yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak 
pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh 
Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis 
dari Pemberi Kerja.  

 
34. Tahapan Pembayaran 

34.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut: 

No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Tahap 1 20%* Terbitnya SKPP 
2 Tahap 2 50%* Telah menyampaikan Interim Report beserta 

presentasi untuk Task-1 hingga Task-6 
3 Tahap 3 30%* Telah menyampaikan Final Report dan presentasi 

kepada pihak-pihak terkait dan management 
4 Tahap 4   Pembayaran tahap 4 dilakukan jika kajian untuk 

Dieng unit 5 dilaksanakan 

Keterangan: 
- * : persentase untuk tahap 1-3 adalah Skenario Kajian Dieng Unit 3 dan 4 
- Pembayaran tiap tahap termasuk PPN 11%  

35. Rekening Bank 

35.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 
menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  

35.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

36. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 

36.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 
terkait lainnya, dengan detai sebagai berikut: 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 
2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 
3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  
4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 
5 Copy NPWP 
6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 
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No Dokumen 
7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan setiap tahapan 

penagihan 
8 Service Acceptance (SA) 
9 Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian [Terbatas untuk 

Pekerjaan Terakhir] 
10 Dokumen Realisasi TKDN yang sudah dinotifikasi oleh fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir 
11 Copy Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku untuk setiap tahapan penagihan 

36.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, 
Manajemen Risiko & Umum. 

36.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 
mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 
benar.  

36.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. Menahan 

i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 
dokumen terkait lainnya. 

ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 
berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 
diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 

b. Memotong  

i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 
pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  

ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 
Perjanjian ini. 

37. Jaminan-Jaminan 

37.1. Jaminan Penawaran 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Penawaram (Bid Security) kepada Pemberi Kerja. 
Jaminan Penawaran berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional 
dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar minimal 1 % dari nilai total 
penawaran termasuk PPN. 

b. Jaminan Penawaran harus disampaikan pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran, jika 
melewati batas waktu yang ditentukan, dokumen penawaran harga akan dianggap tidak 
lengkap dan tidak sah. 

c. Masa berlaku Jaminan Penawaran adalah minimal sepanjang masa berlaku penawaran 
ditambah 14 (empat belas) hari kalender. 

d. Jaminan Penawaran akan dikembalikan setelah proses Pengadaan dinyatakan selesai, 
ditandai dengan ditandatanganinya Kontrak atau Pengadaan dinyatakan gagal. 

e. Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang, sebelum menandatangani Kontrak, menukar 
Jaminan Penawaran dengan Jaminan Pelaksanaan. 

37.2. Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 
Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 
unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 
dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 
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sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 
Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 
Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 
adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 
tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 
alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 
terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 

38. Partisipasi Produk Dalam Negeri 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan 
Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 
seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 

38.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan 
produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, 
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 

38.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor 
harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi 
dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut 

38.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran 

i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran 
mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.  

ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran 
maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.  

iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar 
dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)  

iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen 
penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi 
TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila 
dipersyaratkan). 

v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi Penyedia. 

 
38.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran 

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, 
Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang 

Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua 
puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih 
berlaku: 
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a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk 
memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang 
diajukan;  

b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan 
konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;  

c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan 
Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan 
revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat 
Pengadaan 

ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa 

a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi 
dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus 
disanggah; 

b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan 

c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan 
pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang 
disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa 
meragukan 

iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan 
aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

38.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN  

i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu 
yang telah ditetapkan.  

ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat 
Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka 
Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih 
lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

  
































